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WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KAB-UPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PEN|ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  SINDANG LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2 022

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI  SINDANG LUNANG

Bahwa  sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Nagari
tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari Tahun Anggaran
2022,   maka   perlu   menyusun    Peraturan   Wall    Nagari    tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Men8in8at            :   1.     undang.Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan

Negara    yang    Bersih    dan    Bebas    dan    Korupsidan    Nepotisme
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   1999   Nomor  75,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor   3851)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-undang   Nomor   19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30   Tahun   2002   tentang  Komisi   Pemberantasan   Tindak   Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6409);

2.     Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan
Keuangan   Antai.a   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.    Undang-Undang Nomor  28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah  dan
Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049).:

4.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor   137,   Tambahan   Lembara.n   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4575);



6.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Taliun  2005  telltang  Pedoman
Pembinaan    dan    Pengawasan    Penyelenggaraan     Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor
165,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4594);

8.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan
Keuangan   dan   Kinerja   lnstansl   Pemerjntah   (Lembaran   Negara
Republlk  lnaonesla  tanun  2o06  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9.     Peraturan   Pemerintah   Nomor  43   Tahun   2014  tentang  tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014
tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor   123,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor  5539)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2019   tentang
Perubahan   Kedua  atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor  43  Tahun
2014   tentang   tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

10.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa
yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor   5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah    Nomor    8    Tahun    2016    tentang    Perubahan    atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa
yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor  57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik  Desa   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

12.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  2021
tentang  Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun
Anggaran 2022  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);

13.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  llA. Tahun  2014. tentang
Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berlta  Negara  Republlk  lndonesla
Tahun 2014 Nomor 2094);

14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016 tentang
Badan  Permusaywaratan  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);



15.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang
Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita   Negara   Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

16.  Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   dan
Transmigrasi  Republik  lrldorlesta  Nomor  16  Tahun  2019 terltar[g
Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2019
Nomor 1203);

17.  Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang
Pedoman   Pembangunan   Desa   dan   Pemberdayaan   Desa   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18.  Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2021  tentang
Pendaftaran,    Pendataan    dan    Pemeringkatan,    Pembinaan    dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau |asa Badan Usaha
Milik   Desa/Badan   Usaha   Milik   Desa   Bersama    [Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

19.  Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang
Prioritas   Penggunaan   Dana   Desa   Tahun   2022   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

20.  Peraturan      Menteri      Keuangan      Republik     Indonesia      Nomor
190/PMK.07/2021  tentang Pengelolaan  Dana  Desa  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

21.  Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  40  Tahun  2019  Tentang
Penghasilan  Tetap  dan  Tunjangan  Wali  Nagari,  Perangkat  Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

22.  Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  156 Tahun  2021  tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari
Tahun Anggaran 2022;

23.  Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor  155 Tahun  2021  Tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

24.  Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  191  Tahun  2021  tentang
Tata Cara Pembagian dan  Penetapan Bagi Hasll  Pajak dan  Retrlbusl
Daerah  setiap  Nagari  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja  Daerah   Kabripaten   Pesisir  Selatan  Tahun  Anggaran
2022;

25.  Peraturan  Nagari  Sindang Lunang  Nomor 04 Tahun  2018  tentang
Rencana   Pembangunan   |angka   Menengah   Nagari   Tahun   2018-
2024;

26.  Peraturan  Nagari  Sindang Lunang  Nomor 01 Tahun  2019 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

27.  Peraturan  Nagari  Sindang Lunang  Nomor  06 Tahun  2021  tentang
Rencana  Kerja  Pemerintah  Nagari  Tahun  2022  (Lembaran  Nagari
Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 06)



28.  Peraturan  Nagari  Sindang Lunang  Nomor  07 Tahun  2021  tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari  Sindang  Lunang  Tahun
2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 07)

MEMUTUSKAN:

Menetaphan        :   PERATURAN  WAL]  NAGARI  TENTANG  PEN)ABARAN  ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BEIANJA  NAGARI    SINDANG  LUNANG  TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1
Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Nagari Tahun Anggaran
2022 terdiri dari:
1. Pendapatan Nagarl

a.   Pendapatan Asli Nagari
b.  Pendapatan Transfer
c.   Lain-lain Pendapatan Yang Sah

|umlah Pendapatan

2. Belanja Nagari
a.  Bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Nagarl
b.  Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Nagari
c.   Bidang pembinaan

Kemasyarakatan Nagari
d.  Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Nagari
e.  Bidang penanggulangan

Bencana, Keadaaan Darurat dan
Mendesak Nagari

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Nagari
a.  Penerimaan Pembiayaan
b.  Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)

1.500.000,00
1.206.851.927,00

1.500.000,00
Rp.             1.209.851.927,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

493.675.433,19

258.980.000,00

10.550.000,00

121.212.200,00

353.700.000,00

1.238.117.633,19
Rp.               (28.265.706,19)

Rp.                       28.265.706,19
0,00

Slsa Leblh/Ofurang) Perhltungan     Rp.                                    0,00
Anggaran

Pasal 2
Uraian   lebih   lanjut   Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Nagari    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    1    tercantum   dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali
Nagari ini.



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  yang  disusun  oleh  Kepala  Urusan  dan
Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4
Peraturan Wall Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundan8han.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan Wall  Nagari lni dengan penempatannya dalam Berita Nagari
Sindang Lunang

Ditetapkan di : Sindang Lumng

Diundangkan di : Sindang Lunang

Berita Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 07


